ABSTRAK

Skripsi dengan judul ~ “Pembayaran Bea Hibah Wasiat Tanah Ditinjau Dari Perspektif
Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Fiqgih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten
Tulungagung)” ini disusun oleh Roy Hermansyah dengan NIM. 126103212165, Pembimbing
Dr. Syamsul Umam S.H.I., M.H.

Kata Kunci: Pembayaran Bea Hibah Wasiat Tanah, Tujuan Hukum Gustav Radbruch, figih
siyasah idariyah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan interpretasi di kalangan pejabat pembuat
akta tanah (PPAT) terkait pembayaran bea hibah wasiat tanah, Sebagian PPAT merasa bahwa
pembayaran pajak BPHTB seharusnya dilakukan setelah hak tanah atau bangunan benar-benar
diperoleh oleh penerima, sedangkan yang lain melakukan pembayaran dilakukan pada saat
pembuatan akta.

Rumusan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana
pembayaran bea hibah wasiat tanah di Kabupaten Tulungagung; 2. Bagaimana pembayaran bea
hibah wasiat tanah di Kabupaten Tulungagung ditinjau perspektif tujuan hukum Gustav
Radbruch; 3. Bagaimana pembayaran bea hibah wasiat tanah di Kabupaten Tulungagung
ditinjau perspektif figih siyasah.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yuridis-empiris
dan jenis pendekatanya deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang
digunakan tahapan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Pembayaran Bea Hibah Wasiat Tanah Di
Kabupaten Tulungagung direalisasikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 10 Ayat 2, yang mewajibkan pelunasan BPHTB
dilakukan sebelum pembuatan akta hibah wasiat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung tertib administrasi perpajakan dan peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Dalam tujuan hukum Gustav Radbruch dari sisi keadilan
dalam pelaksanaan pembayaran bea hibah wasiat tanah terlihat dari penerapan aturan yang
berlaku untuk semua pihak secara setara, tanpa adanya perlakuan khusus terhadap golongan

tertentu, Dalam aspek kemanfaatan kebijakan ini tercermin dari berbagai manfaat praktis yang
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dirasakan baik oleh pemerintah, pelaksana teknis, maupun masyarakat, dari sisi administratif
kebijakan pembayaran BPHTB sebelum akta dibuat membantu menertibkan proses
dokumentasi, mempercepat pelayanan, dan meminimalkan risiko tumpang tindih kepemilikan.
Dalam hal kepastian hukum, Perda Kabupaten Tulungagung telah memberikan dasar hukum
yang kuat mengenai waktu dan syarat pembayaran BPHTB; 3. Pembayaran Bea Hibah Wasiat
Tanah di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif Figih Siyasah idariyah realisasinya
telah memenubhi prinsip kemaslahatan, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan
pungutan seperti BPHTB guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan publik, dalam
kebijakan tersebut dijalankan secara adil, transparan, dan proporsional. Namun demikian,
pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti minimnya sosialisasi,
ketidaksamaan penafsiran di kalangan PPAT, dan lemahnya pemahaman masyarakat tentang
prosedur hukum yang berlaku, Hal ini menandakan perlunya peningkatan dalam aspek edukasi
masyarakat dan penyamaan persepsi teknis antarinstansi pelaksana, agar pelaksanaan aturan

ini dapat berjalan lebih optimal dan menyeluruh.
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ABSTRACT

This thesis, titled "The Payment of Land Testamentary Grant Duty Reviewed from the
Perspective of Gustav Radbruch's Legal Purpose Theory and Figh Siyasah Idariyah (Case
Study in Tulungagung Regency)”, was written by Roy Hermansyah (Student ID:
126103212165), under the supervision of Dr. Syamsul Umam, S.H.I., M.H.

Keywoards : Testamentary Grant Duty, Gustav Radbruch’s Legal Theory, Figh Siyasah
Idariyah, BPHTB, Legal Certainty.

This research is motivated by differences in interpretation among Land Deed Officials
(PPAT) regarding the timing of payment for the Land and Building Acquisition Duty (BPHTB)
in testamentary grants. Some PPATs believe that BPHTB should be paid after the actual
acquisition of ownership by the recipient, while others require payment at the time of deed
drafting.

The research questions addressed are: 1.How is the payment of BPHTB for testamentary
grants conducted in Tulungagung Regency; 2.How is the BPHTB payment viewed from the
perspective of Gustav Radbruch's theory of legal purposes; 3. How is it assessed from the
perspective of Figh Siyasah Idariyah?

The findings of this research indicate : 1. the payment of land bequest grant duty in
Tulungagung Regency is implemented based on the provisions of Regional Regulation No. 11
0f 2023, Article 10 Paragraph 2, which mandates that the Land and Building Rights Acquisition
Duty (BPHTB) must be paid in full before the notarial deed of bequest is drawn up by the Land
Deed Official (PPAT). This regulation is intended to support orderly tax administration and to
enhance the region's Original Local Revenue (PAD); 2. viewed through Gustav Radbruch's
legal theory, the element of justice is reflected in the equal enforcement of the regulation
without discrimination or special treatment for any particular group. In terms of utility, the
policy provides clear practical benefits for the government, technical implementers, and the
public. Administratively, requiring BPHTB payment before the deed is created helps streamline
documentation, speed up services, and reduce the risk of overlapping land ownership. With
regard to legal certainty, the regulation provides a strong legal basis concerning the timing and
conditions for BPHTB payment; 3. from the perspective of Figh Siyasah Idariyah, the
implementation of the land bequest grant duty payment meets the principle of maslahah (public

benefit). The government holds legitimate authority to impose levies like BPHTB to support
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development and public welfare, and the policy is carried out in a fair, transparent, and
proportional manner. However, implementation on the ground still faces challenges, such as
limited public dissemination, inconsistent interpretation among PPAT officials, and a general
lack of public understanding of the applicable legal procedures. These issues highlight the need
for improved public education and a harmonization of technical understanding among
implementing agencies to ensure that the regulation is applied more effectively and

comprehensively..
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